
SALINAN 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 108 TAHUN 2014 
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT                  

NOMOR 70 TAHUN 2013  

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH LAUT, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan pelimpahan sebagian 

wewenang Bupati kepada Camat yaitu Urusan 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Urusan 

Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat, maka Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian 

Wewenang Bupati Kepada Camat perlu dilakukan 

perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah 

Laut tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut 

Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian 

Wewenang Bupati Kepada Camat; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4437)  sebagaimana 

telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan                  ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234 ); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737, Permendagri Nomor 40 

tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah dilingkungan Kementerian Dalam    

Negeri ); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4826); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri        ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 311); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut               ( 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut  Tahun 2008 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 13 ); 
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  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 6); 

 11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 

 tentang Pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat            

 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013      

 Nomor 208); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 70 TAHUN 2013 

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI 

KEPADA CAMAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

1.   Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1 ) dalam Peraturan Bupati Tanah Laut 

 Nomor 70 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati 

 kepada Camat ditambah 2 ( dua ) urusan baru yaitu untuk urusan 

 Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Urusan Penegakan Perundang-

 Undangan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sehingga 

 Pasal 3 ayat ( 1 ) berbunyi : 

Pasal 3 

(1) Sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 2 dikelompokkan dalam urusan sebagai berikut : 

 

a. urusan Pertanahan; 

b. urusan Perijinan; 

c. urusan Pertambangan dan Energi; 

d. urusan Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga; 

e. urusan Kesehatan; 
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f. urusan Perimbangan Keuangan Daerah; 

g. urusan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 

h.  urusan Pekerjaan Umum; 

i. urusan Tata Ruang;  

j. urusan Pendidikan; 

k. urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  

l. urusan Penegakan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum, dan 

 Perlindungan Masyarakat. 

 

(2) Rincian 2 (dua) urusan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

     Ditetapkan di Pelaihari 
         pada tanggal 
 

       BUPATI TANAH LAUT, 

            Cap ttd 

 

        H. BAMBANG ALAMSYAH 

Diundangkan di Pelaihari 
pada tanggal 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, 

      Cap ttd 

 
 
H. ABDULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

TAHUN 2014 NOMOR  
      

  

 

  

  


